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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpakan rahmat dan
karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan Kinerja
(LKj) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat disusun sebagai bahan pertanggungjawaban
baik anggaran maupun kegiatan. Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan
Pemerintah yang efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab serta
meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good
Governance) perlu diupayakan suatu media pertanggungjawaban.

Pembuatan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pembuatan Laporan
Kinerja selain sebagai media akuntabilitas juga merupakan perwujudan suatu
instansi  pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, serta sebagai bahan informasi yang berguna bagi
pengembangan organisasi.

Laporan Kinerja ini tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya,
karena itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak
demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja berikutnya. Atas segala
bantuan, bimbingan dan kerja sama dari semua pihak sehingga tersusunnya

Laporan Kinerja ini kami ucapkan terima kasih.

Painan, 12 Februari 2025
Kepala,D osial, PPrPA

WENDRA ROVIKTO, S.STP.,M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003
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IKHTISAR EXECUTIVE

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa,
dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk
mempertanggungjawabkan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan
sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya
(APBN) Tahun Anggaran 2024 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas
instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan
akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan
meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta
diharapkan dapat terciptanya Kepemerintahan yang baik (good governace).

Penyusunan LKj Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini, disusun dengan
berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan
hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja
kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci
pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis
yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD dan
APBN. iii

Laporan Kinerja Tahun 2024




| Dinas Sosial, Pemberdavaan Perempuan
& Perlindungan Anak

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang
tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 — 2026 mendukung dan berperan dalam
menjalankan misi pertama dan misi ketiga. Misi pertama yaitu “Memperkuat Tata
Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan dan
misi kedua yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat”.
Seiring dengan harapan tersebut Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan
visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 melalui
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan Peraturan
Bupati tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan, sebagai berikut:
VISI . Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju
dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang
Akuntabel dan Profesional
MISI 1 . Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih,

Efektif, Demokratis dan Transparan

TUJUAN 1.1 . Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

SASARAN 1.1.1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan
Berkinerja

MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

TUJUAN 2.1 :  Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

SASARAN 2.1.2 : Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat

MISI 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tentram
dan Dinamis

TUJUAN 6.1 : Terwujudnya Keluarga Bahagia

SASARAN 6.1.1 . Meningkatnya Peran organisasi Kemasyarakatan untuk
Keharmonisan dan Kesejahteraan Keluarga
SASARAN 6.1.2  : Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender
v
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Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon

Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi
terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu
juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan
rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026, maka untuk mewujudkan itu semua ditetapkan Perjanjian
Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang dapat dilihat target dan capaiannya
secara lengkap pada Tabel. 1 berikut :

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

@ @ (©) 4) ©) (6) (@) )
1 | Memperkuat [Terwujudnya Nilai AKIP Tanpa A (80,1) |A(80,56)*| 100,57
Tata Kelola Pemerintah Perangkat Satuan
Pemerintahan  |yang Akuntabel Daerah
yang Bersih, dan Berkinerja
Efektif,
Demokratis Nilai Kematangan | Nilai % 100 95* 95
dan Inovasi Perangkat | Kematangan
Transparan daerah Inovasi
2 | Meningkatkan |Meningkatnya Indeks % 80,00% 86,00%* | 107,50
Kualitas Hidup - |Perlindungan Kesejahteraan
Manusia dan  |sosjal Masyarakat| Sosial
Masyarakat
3 | Mewujudkan  |Meningkatnya Proporsi % 0.048% 0,051% | 106,25
Kondisi Peran organisasi | temuan kasus
Masyarakat Kemasyarakatan | kekerasan
YangAman, | qqk pada anak
Tentramdan L oharmonisan dan| dan
Dinamis .
Kesejahteraan perempuan
Keluarga terhadap
jumlah
keluarga
Meningkatnya Indeks % 57,04% 53,79% | 94,30
Pembangunan Pemberdayaa
Daerah n Gender
Responsive Kabupaten
Gender Pesisir
Selatan
Rata-rata capaian (%) 100,72

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025
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Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi
serta mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan dimasa
yang akan datang semua capaian sasaran strategis dapat lebih maksimal.

Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi
kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama
satu tahun sehingga dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien
pada tahun berikutnya serta sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 12 Februari 2025
Kepala Dinas Sosial, PPrPA

g

WENDRA'ROVIKTO, S.STP..M.Si
NIP=29830119 200112 1 003
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas
dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja
yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
(ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka
11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja (LK]) berisi ringkasan
tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling
sedikit mencakup:

a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan

d. Pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun
berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam

Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014, setiap Entitas Akuntablitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan LKj
atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah
dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP
secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja
satuan kerja, hingga entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Hal
terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan
evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil
analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui
tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan

pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat
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1.2

kesesuaian antara program dan Kkegiatan yang direncanakan dengan
realisasinya.

Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun
rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian
singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran
kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau
hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud

(termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini adalah untuk

memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang Sosial,

Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak yang jelas, transparan, dan

dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban

keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran Tahun 2024. Adapun
tujuan penyusunan LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mencakup hal-hal

sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja: bagi keperluan eksternal organisasi,
menjadikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan sarana pertanggung jawaban atas
capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024. Esensi
capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana Vvisi,
misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2024.

2. Aspek Manajemen Kinerja: bagi keperluan internal organisasi, menjadikan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi

pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Sosial Pemberdayaan
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Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 20 Tahun 2024,

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang bidang sosial dan bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak adalah :

1. Kedudukan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah
dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

a. Tugas Pokok.
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan
kewenangan otonomi daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai
fungsi sebagai :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
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c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

d. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam
pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat membawahi :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial,

Bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

UPTD

Dinas

a > N

Anak

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

beragam, dimana jumlah total ASN dan Non ASN per 31 Desember 2024

adalah sebanyak 43 orang yang terdiri atas :

a. PNS sebanyak 27 orang yang terdiri atas 9 orang laki-laki dan 18 orang
perempuan;

b. Non PNS sebanyak 16 orang yang terdiri atas 6 orang laki-laki dan 10
orang perempuan.

Secara terinci jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024
berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tergambar pada Tabel 1.1 dan
Grafik 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Aparatur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun PNS o ASK Total
CENEREY Wanita Jumlah L Wanita Jumlah
2024 9 18 27 6 10 16 43
Jumlah 9 18 27 6 10 16 43

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025
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Grafik 1.1
Komposisi Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jumlan Non ASN Berdasarkan
Kelamin Tahun 2024 Jenis Kelamin Tahun 2024
0/ w(
51 /
" 1 Seriest 61 . . st

10 4 / Py

U ‘ Vg ‘ ; / 0 / ~ 1/ /

LAK-LAKI WANITA LAKI-LAKI WANITA

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025, diolah

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Manusia pada
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. PNS dengan jenjang pendidikan pendidikan S2 sebanyak 3 orang, jenjang
pendidikan DIV/S1 sebanyak 20 orang mendominasi jenjang pendidikan
sumber daya manusia, SMA sebanyak 4 orang;

b. Non PNS jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 9 orang, jenjang pendidikan
D1/DII/Dlll sebanyak 1 orang, jenjang pendidikan SMA sebanyak 6 orang.

Dari data di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan sumber daya
manusia Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel
1.2 dan Grafik 1.2 berikut:
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Tabel 1.2
Komposisi Jumlah Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

PNS
Non ASN
Tahun SMA | DI/DIl DI/ DIl fotal
o |SYOV L o | gumian | sma | o SV | umian
2024 4 0 20 3 27 9 1 6 16 43
Jumlah 4 0 20 3 27 9 1 6 16 43

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025, diolah

Grafik 1.2
Komposisi Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

KOMPOSISI JUMLAH APARATUR
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB.PESSEL
TAHUN 2024 BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

50
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SMA DI/DIl/ S1/DIV S2 Jumlah SMA DI/DIl  S1/DIV  Jumlah Total
Dl

v

Non ASN
PNS

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagai
berikut :
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FERATURAN DUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR TAMUN 2024

TENTANO

KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANISASL, TUOAS DAN FUNOSI, SERTA TATA KERJA

DINAS SOSIAL, DAN PERL

ANAK
SUSUNAN ORCANISAS!
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PESISIR SELATAN

| —

SUBBA T~ KELOMPOK JABATAN
mm'w DA FUNGSIONAL DAN/ATAU
LN PELAXSANA
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN BIDANG PERLINDUNGAN BIDANG PEMBERDAYAAN
REMASILITAS SOSIAL JAMINAN SOSIAL DANX n.w;:m X
PERANGANAN FAKIR MISKIN PERLINDUNGAN ANAK
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN, FUNGSIONAL DAN, INOSI DAN,
m/nm JATAU ru IONAL /ATAY
PELAXSANA PELAKSANA

Gambar 1.1  Struktur Organisasi Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025
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1.4.

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu Strategis
menggambarkan suatu kondisi/situasi/lkeadaan yang apabila tidak segera
ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya
dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang
untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor
penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang
dan ancaman dimasa lima tahun mendatang, maka isu-isu strategis yang akan
ditangani oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan melalui Renstra Tahun 2021-2026
diantaranya adalah : 1. Tingginya permasalahan pelayanan terhadap PPKS
(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). 2. Rendahnya kualitas PSKS
ditandai dengan relatif masih sedikitnya PSKS vyang bersertifikasi dan
terakreditasi. 3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 4.
Pengarusutamaan Gender (PUG), perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Merujuk pada identifikasi permasalahan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, visi misi dan
arah kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan, serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa
hal yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yakni sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
pasca pencana banjir bandang dan tanah longsor pada tanggal 7 dan 8
Maret 2024.

2. Rendahnya kuantitas dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) yang perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan.

3. Masih tingginya kasus kekerasan anak seiring dengan kondisi ekonomi

dan pendidikan korban yang berasal dari keluarga miskin dan rentan
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miskin.

4. Masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk
melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

5. Belum optimalnya pemahaman dan implemantasi kesetaraan dan keadilan
gender.

6. Potensi daerah rawan bencana yang relatif tinggi.

1.5. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun mengacu
kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

b
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak
Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol
Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama
Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4990);

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan
Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan
Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4818);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem
Kesejahteraan Sosial Nasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerabh;

Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir
Selatan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi ,
Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
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1.6.

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

35. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2024,

36. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024; dan

37. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menjelaskan
pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Metode evaluasi yang digunakan
adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang
ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan
pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab
keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan
analisis program/kegiatan menguraikan tentang efesiensi penggunaan
anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan
indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan kerangka pikir
tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

adalah sebagai berikut:

Laporan Kinerja Tahun 2024 13



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
& Perlindungan Anak

BAB | PENDAHULUAN
Menjelaskan  secara ringkas tentang Dinas  Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran
umum dan sistematika penyajian.

BAB I PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan ringkasan/ikhtisar ~ perjanjian  kinerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB llI AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja
Pada sub bab ini disajikan klasifikasi penilaian dan
kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
sasaran strategis dan capaian indikator kinerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja
Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang
ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan.

3.3 Capaian Kinerja
Pada sub bab ini disajikan analisa capaian Kkinerja
Dinas  Sosial, Pemberdayaan  Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4 Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan.
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Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
& Perlindungan Anak

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja dan langkah-

langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang
untuk peningkatan kinerja.
LAMPIRAN
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2021 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi,
misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Pencapaian Visi dan Misi
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD,
diwujudkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon
Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi
terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan
itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan
rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi
Visi merupakan gambaran dan harapan masa depan yang akan diraih
dalam waktu yang telah ditentukan. Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih

Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang

Akuntabel dan Profesional”.
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Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

SEJAHTERA . Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk
yang berdampak pada menurunya angka

kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan
kehidupan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan

MAJU . Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan
lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber
daya manusia yang unggul, profesional,
berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak
mulia serta memiliki wawasan ke depan.

BERMARTABAT : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang
bertumpu pada nilai-nilai budi pakerti dan budaya
yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat
Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)

AKUNTABEL . Memberikan pertanggungjawaban atau
menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/
badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada
pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban

PROFESIONAL . Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang
ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik,
semakin transparan dan efektifnya
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

2.1.2. Misi
Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan

organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai

berikut:

1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif

Demokratis dan Transparan;
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2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor

Potensi dan Unggulan Daerabh;

4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan
Wisata yang Nyaman dan Berkesan;

5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan
Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing; dan

6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut, maka Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung
Misi pertama dan kedua yaitu Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan
yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Tansparan; Meningkatkan Kualitas

Hidup Manusia dan Masyarakat.

Keberhasilan Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak sangat didukung oleh ketersediaan
Sumber Daya Manusia yang cakap dan terampil. Keberadaan Sumber
Daya Manusia yang cakap dan terampil tersebut juga ditentukan oleh
Sertifikasi dan Akreditasi yang dimiliki oleh Penyelenggara Kesejahteraan

Sosial baik perorangan maupun lembaga.

Adapun faktor penghambat kinerja pelayanan pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah tingginya
mutasi pegawai lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, sehingga sering terkendala dengan teknis pelayanan
yang membutuhkan orang-orang yang terampil dan berpengalaman serta
kendapa pelaporan Perangkat Daerah yang membutuhkan data-data yang

bersumber pada bidang teknis.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, ditetapkan tujuan dan
sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat dilihat pada
Tabel 2.1 berikut ini :
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Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

: Target : Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -
No Tui Indikator Tujuan Sasaran Indikator
juan . - h
Tujuan (Akhir Strategis Sasaran 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Renstra)
@ @ [€) ) ©) (6) ) [€) [©) (19) (11 (12
1 | Meningkatnya Tingkat 7,19 Meningkatnya - Persentase PPKS 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 57.00
Tingkat Kemiskinan Pelayanan (Pemerlu
Kesejahteraan Kesejahteraan Pelayanan
Masyarakat Sosial bagi PPKS Kesejahteraan
(Pemerlu Sosial) yang
Pelayanan mendapatkan
Kesejahteraan Pelayanan
Sosial) Kesejahteraan
Sosial.
Meningkatnya - Persentase 0.48 1.00 1.50 2.00 2.50 2.50
Kapasitas Graduasi
Masyarakat Miskin Masyarakat
dan Rentan Penerima manfaat
Program Keluarga
Harapan
2 | Terwujudnya Indeks 95.30 Meningkatnya Indeks 56.93 56.98 57.03 57.08 57.13 57,18
Keluarga Bahagia | Pembanguna Pembangunan Pemberdayaan
n Gender Daerah Gender
Responsive
Gender
Meningkatnya Prediket Kabupaten Inisiator Pratamd] Madya Madya Nindya Nindya
Perlindungan Layak Anak
terhadap
Perempuan dan
Anak

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

2.2. RENCANA KINERJA

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2024, merupakan Tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-

2026. Selanjutnya,

RPJMD menjadi

pedoman penyusuna RKPD dan

dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai

dokumen teknis operasional.

Laporan Kinerja Tahun 2024

19
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Tabel 2.2
Rencana Kinerja
N . Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
o Tujuan
@ @ [©)] (6)
1 |Nilai AKIP Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi Kemenpan Nilai A (80,1)
Perangkat Kemenpan RB dan RB dan Laporan Hasil
Daerah Laporan Hasil Evaluasi Evaluasi (LHE) Inspektorat
(LHE) Inspektorat
2 |indeks Jumlah PPKS yang Jumlah PPKS yang persentase 80%
Kesejahteraan menerima bansos dibagi menerima bansos dibagi
Sosial jumlah PPKS yang jumlah PPKS yang
seharusnya menerima seharusnya menerima
bansos dikali seratus bansos dikali seratus
persen. persen.
3 |indeks Indeks Pemberdayaan Indeks Pemberdayaan Nilai 57,04
Pemberdayaan | Gender Kabupaten Gender Kabupaten Pesisir
Gender Pesisir Selatan yang Selatan yang dirilis BPS
Kabupaten dirilis BPS
Pesisir Selatan
4 IProporsi Temuan| Jumlah kasus kekerasan| Jumlah kasus kekerasan persentase 0,048%
Kasus terhadap anak dan terhadap anak dan
Kekerasan pada | perempuan dibagi jumlah perempuan dibagi jumlah
Anak dan keluarga dikali seratus keluarga dikali seratus
Perempuan persen persen
Terhadap Jumlah
Keluarga
5 | Nilai Hasil penilaian Hasil penilaian pengentrian Nilai 100
Kematangan pengentrian kriteria kriteria inovasi pada Aplikasi
Inovasi inovasi pada Aplikasi IGA| IGA
Perangkat
Daerah

Untuk menentukan target kinerja yang efektif, menggunakan fitur atau metode

SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant dan Time-bound atau spesifik,

terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu). Karena fitur atau metode SMART

ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat

digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

1.

Analisis Situasi:

Pahami kondisi saat ini dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.
Penetapan Tujuan:

Tentukan Tujuan yang jelas untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang akan membimbing penetapan target.

Tujuan Strategis:

Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.
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4. Indikator Kinerja:

Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk
mengukur pencapaian terhadap tujuan - tujuan tersebut.

5. Target Spesifik:
Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.

6. Rencana Aksi:
Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan
untuk mencapai target tersebut.

7. Monitoring dan Evaluasi:
Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta
lakukan penyesuaian jika diperlukan.

Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Program Pendukung Dinsos PPrPA Kabupaten Pesisir Selatan

NO SASARAN INDIKATOR FORMULA TARGET SUMBER DAYA/
STRATEGIS KINERJA TA 2024 | PENANGGUNGJAWAB
UTAMA
Terwujudnya Nilai AKIP Hasil Evaluasi A (80,1) Kepala Dinas

Pemerintahan Perangkat Inspektorat
yang Akuntabel | Daerah
dan Berkinerja

Meningkatnya Nilai Hasil penilaian 100 Kepala Dinas
Kualitas Inovasi | Kematangan pengentrian kriteria
Daerah Inovasi inovasi pada Aplikasi
Perangkat IGA
Daerah
Meningkatnya Indeks - 40% PPKS yang 80% Kepala Dinas
Perlindungan Kesejahteraan memperoleh
Sosial Sosial perrlindungan dan
Masyarakat jaminan sosial.

- 30% PPKS yang
tertangani dengan
Advokasi dan
Rehabilitasi Sosial.

- 30% PSKS yang aktif

Meningkatnya Indeks Indeks Pemberdayaan 57,04% Kepala Dinas
Partisipasi Pemberdayaa Gender Kabupaten

Masyarakat n Gender Pesisir Selatan yang

dalam dirilis BPS

Pembangunan

dan Menjaga

Lingkungan

Secara Mandiri
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Terwujudnya Proporsi Jumlah kasus 0,048% Kepala Dinas
Keluarga temuan kasus | kekerasan terhadap
Bahagia kekerasan anak dan perempuan

pada anak dan | dibagijumlah keluarga

perempuan dikali seratus persen

terhadap

jumlah

keluarga

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja
antara Kepala Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan
untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2024 berdasarkan pada sumber daya
yang dimiliki oleh Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mencerminkan rencana
kegiatan, program, dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian kinerja
Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan selama Tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif
yang harus dicapai selama Tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang
melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada
tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan
organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun setelah
diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada Tahun 2024,
dilakukan mekanisme pergeseran anggaran sehingga anggaran yang tidak
terserap pada beberapa kegiatan dapat dialihkan dan dimaksimalkan untuk
mendukung terlaksananya kegiatan yang lain. Pergeseran Anggaran tercantum
dalam dokumen Pergeseran Anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja (PK)
perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

: nerj 202
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Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial PPrPA
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
@) 2 3) (4)
1. | Terwujudnya Pemerintahan yang Nilai AKIP Perangkat A (80,1)
Akuntabel dan Berkinerja Daerah
2. | Meningkatnya Perlindungan Sosial Indeks Kesejahteraan Sosial 80%
Masyarakat
3. | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Indeks Pemberdayaan 57,04%
dalam Pembangunan dan Menjaga Gender Kabupaten Pesisir
Lingkungan Secara Mandiri Selatan
4. | Terwujudnya Keluarga Bahagia Proporsi temuan kasus 0.048%
. 0
kekerasan pada anak dan
perempuan terhadap
jumlah keluarga
5. | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Nilai Kematangan Inovasi 100
Perangkat Daerah

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025,

Dilihat dari Tabel 2.4 di atas, terdapat 5 (lima) indikator kinerja dari 5 (tiga)
sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu sebagai
berikut :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, target dihitung berdasarkan hasil
penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah oleh Tim Penilai
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, target dihitung berdasarkan hasil penilaian saat
pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA; dan

c. Indeks Kesejahteraan Sosial yang dihitung dari penjumlahan 40% PPKS
yang memperoleh perrlindungan dan jaminan sosial, 30% PPKS yang
tertangani dengan Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, dan 30% PSKS yang
aktif
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d. Indeks Pemberdayaan Gender Merupakan indikator yang digunakan untuk

menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan
sosial Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis
Badan Pusat Statisistik Badan Pusat Statisistik (BPS)

e. Terwujudnya Keluarga Bahagia Merupakan jumlah kasus kekerasan

kepada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga dikali 100 %.

2.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan
sasarannya. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial
pada saat merencanakan Kkinerja. Berbagai peraturan perundangan-undangan
sudah mewajibkan pemerintah untuk menentukan kinerja pada saat membuat
perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah
mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah
rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada
saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan
dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan
dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.
Keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 5 (lima) indikator
yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung pada pencapaian tujuan

dan sasaran daerah.

: nerj 202
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Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Indikator Formula Satuan | Kondisi Target Capaian Kinerja Kondisi
Strategis Kinerja Awal 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Akhir
1 Terwujudnya Nilai AKIP | Hasil Evaluasi | Nilai BB BB BB A A A A A
Pemerintahan | Perangkat Kemenpan RB.
yang Daerah
Akuntabel dan
Berkinerja
2. Meningkatnya | Indeks - 40%  PPKS| Persen - 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00
Perlindungan Kesejahteraan yang
Sosial Sosial memperoleh
Masyarakat perlindungan
dan jaminan
sosial.
-30% PPKS
yang
tertangani
dengan
Advokasi dan
Rehabilitasi
Sosial.
-30%  PSKS
yang aktif.
3. Meningkatnya Indeks Indeks Indeks | 56,93 56,98 | 57,08 | 57,03 | 57,04 | 57,05 | 57,18 | 57,18
Partisipasi Pemberdayaan | Pemberdayaan
Masyarakat Gender Gender
dalam Kabupaten
Pembangunan Pesisir Selatan
dan Menjaga yang dirilis
Lingkungan BPS
Secara
Mandiri
4. Terwujudnya Proporsi Jumlah kasus | Persen | 0,055 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,044 | 0,044 | 0,044
Keluarga temuan kasus | kekerasan
Bahagia kekerasan terhadap anak
pada anak dan
perempuan dan
terhadap perempuan
jumlah dibagi jumlah
keluarga keluarga dikali
seratus persen
5. Meningkatnya | Nilai Hasil penilaian | Nilai 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Kualitas Kematangan pengentrian
Inovasi Inovasi kriteria inovasi
Perangkat ada Aplikasi
Daerah Daera?] IpGA P
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Dinas Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan/  kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber dana
lainnya, dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 5

(lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target
kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam
dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2024. Metode pengukuran kinerja yang
digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan
target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran
strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator Kkinerja dimaksud,
digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran
strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur
dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang
berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran

strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan
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kategori penilaian keberhasilan/kegagalan. sebagaimana tercantum pada
Tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

Tahun 2024
No Klasifikasi Penilaian Predikat
1 85% - 100% Sangat Baik
2 69% - 84% Baik
3 53% - 68% Cukup
4 < 53% Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA
Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 5 (lima)
sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja
Dinas PPrPA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
A Indikator Kinerja 2024
N M
(o] iSi Sasaran Sasaran Satuan Target Realisasi %
@) @ 3) 4 ®) (6) ) ®)
1 | Memperkuat Terwujudnya Nilai AKIP Tanpa A (80,1) |A(80,56)* | 100,57
Tata Kelola Pemerintah yang Perangkat Satuan
Pemerintahan  |Akuntabel dan Daerah
yang Bersih, Berkinerja
Efektif,
Demokratis Nilai Kematangan | Nilai % 100 95* 95
dan Inovasi Perangkat | Kematangan
Transparan daerah Inovasi
2 | Meningkatkan |Meningkatnya Indeks % 80,00% 86,00%* | 107,50
Kualitas Hidup  [Perlindungan Kesejahteraan
Manusia dan  |sosjal Masyarakat| Sosial
Masyarakat
3 | Mewujudkan  [Meningkatnya Proporsi % 0.048% 0,051% | 106,25
Kondisi Peran organisasi | temuan kasus
Masyarakat Kemasyarakatan kekerasan
_\Fang Am(?“’ untuk pada anak
entramdan  \ oharmonisan dan| dan
Dinamis .
Kesejahteraan perempuan
Keluarga terhadap
jumlah
eluarga

-
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Meningkatnya Indeks % 57,04% 53,79% | 94,30
Pembangunan Pemberdayaa
Daerah n Gender
Responsive Kabupaten
Gender Pesisir
Selatan
Rata-rata capaian (%) 100,72
Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 ini ada 5

(lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu :

a. Nilai  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah  Dinas  Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target A
(80,1). Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
adalah A (80,56) atau sebesar 10,57% dengan predikat sangat baik, Nilai
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak ini memakai nilai evaluasi Tahun 2023
dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 diperoleh
dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2024 yang nilai ini baru bisa
diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2025.

b. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dengan target 100. Capaian indikator Nilai Kematangan
Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
adalah 95 atau sebesar 95% dengan predikat sangat baik.

c. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Sosial
Masyarakat yang dilaksanakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 dengan target
80. capaian realisasi sebesar 86 atau 107,50% dengan pradikat sangat
baik.
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d. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga
Lingkungan Secara Mandiri pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 dengan target 57,04.
capaian realisasi sebesar 53,79 atau 94,30% dengan pradikat sangat
baik.

e. Terwujudnya Keluarga Bahagia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 dengan target
0,048. capaian realisasi sebesar 0,051 atau 106,25% dengan pradikat

sangat baik.

Capaian rata-rata ke 5 (lima) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar

100,72% dengan predikat sangat baik.

3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024
sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini
disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja
per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.
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SASARAN STRATEGIS
1
Terwujudnya Pemerintahan
yang Akuntabel dan
Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian
sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat
dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Tahun 2024
0
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi /°.
Capaian
@ @ 3 4 ®) 6) ™
1 | Terwujudnya Nilai AKIP Tanpa A(80,1) A (80,56) 100,57%
Pemerintahan yang Perangkat Satuan
Akuntabel dan Daerah
Berkinerja
Rata-rata capaian (%) 100,57%
Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2024 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2024 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
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Perlindungan Anak Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun
2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Terwujudnya
Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun Lalu
dan Beberapa Tahun Terakhir

. . Realisasi
No Sasaran Indikator Kinerja
2022 2023 2024
@) @) ®) 4) ©) (6)
1 | Terwujudnya Nilai AKIP Perangkat BB (77,01) | BB (79,33) [ A(80,56)
Pemerintahan yang Daerah
Akuntabel dan Berkinerja

Catatan :*) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan
Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan
Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir

Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :
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Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Terwujudnya Pemerintahan yang
Akuntabel dan Berkinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan
Strategis Organisasi

Target
No Sasaran Indikator Capaian Akhir % Tingkat
Kinerja 2024 2021- Capaian | Kemajuan
2026
@ @ ©) 4) ©) (6) ™
1 | Terwujudnya Nilai AKIP A (80,56) | A(80,01) 100,57% | Akan tercapai
Pemerintahan  [Perangkat Daerah (sama atau
yang lebih dari
Akuntabel dan 100%)
Berkinerja
Catatan  :*) Data Capaian Tahun 2023

Sumber  : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi

Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan

nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai Sakip Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar
Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

Dinas Dinas Sosial .
. e Kementerian
Indikator Sosial, Pl Sosial
NO Sasaran L Satuan PPrPA
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Terwujudnya Nilai AKIP Tanpa A (80,55)* B (69,29)* BB (77)**
Pemerintahan Perangkat Satuan
yang Akuntabel Daerah
dan Berkinerja
Berkinerja Pemerintah
Catatan :*) Data Capaian Tahun 2023
**) Data Capaian Tahun 2022
Sumber  : 1. https://sakip.sumbarprov.go.id/web/opd/realisasi

2. https://kemensos.go.id/uploads/topics/17158515343730.pdf
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e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai
akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan Kinerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen
perencanaan kinerja yang terdiri atas :
a. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis
(Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
b. Perencanaan Kinerja Tahunan, vyaitu Rencana Kerja (Renja),
Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
c. Perencanaan aktivitas pendukung Kkinerja, yaitu Rencana Aksi
(Renaksi); dan
d. Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA).
Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload
pada website Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan yaitu
https://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id  dengan tampilan  sebagai
berikut :

Informasi Publik Informasi Publik
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Gambar 3.1: Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Dinas Sosial,
Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten
Pesisir Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

ovowv

PESISIR SELATAN

-

DOKUMEN PELAKSANAAN

PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

Gambar 3.2 : Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2024

Pengukuran Kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama
(IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis
operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat
sebagai pengambil keputusan (decesion maker) untuk mengukur dan
melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya.
Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian reward dan
punishment. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak selama Tahun 2024 telah memberikan reward dan punishment
terhadap capaian kinerja bawahan. Dalam hal ini, Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai kinerja
bawahannya melalui aktivitas keaktifan dalam pemanfaatan website untuk

publikasi pelaksanaan kegiatan (keterbukaan informasi publik).
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q

“ MELAYANI "'
SETULUS HATI

[F MeLavan!
SETULUS HATI

i
Gambar 3.3 : Pemberian Reward dan Punishment Terhadap Capaian Kinerja
Bawahan terkait Pelayanan meliputi Peringkat Terbaik I, Il dan 1lI

3. Pelaporan Kinerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang
mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan Kkinerja
dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika
penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian
Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusuan laporan Kkinerja
Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.6 dan 3.7
dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja
dengan Bagian Organisasi dan Cover Laporan Kinerja yang telah disusun
serta cover Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan.
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Gambar 3.4 Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi

INSPEKTORAT DAERAH

T PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Jin. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,
Laman : hitps.//inspekda pesisirselatankab.god Pos-el: inspokioratpessei@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANS|I PEMERINTAH TAHUN 2023

PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

B s CE KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

Nomor : 700.1.2.1/708/Insp-PS/2024
Tanggal : 24 Maret 2024

Gambar 3.5 : Dokumen LKj dan Laporan Hasi Evaluasi LKj Tahun 2023
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4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja

secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi

pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti
Gambar 3.8 dibawah ini :

Gambar 3.6 Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan
Kegiatan Tahun 2024

Semua pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten selama Tahun 2024 dilakukan
publikasi pada media sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan sebagai berikut :
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Gambar 3.7 : Youtube Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

2. Facebook 108

Mode Data Hanya Teks

=S
— ==
* Faoxaw T

Dinas Sosial Pprpa
Pessel

"Bersama Mewujudkan Kesejahteraan
Sosial di Pesisir Selatan”

= roman

Tinggal di Painan

linktree/DinsosPPrPAPessel

Gambar 3.8 : Facebook Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
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Organisasi Pemerintah
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Info Pelayanan & Pengaduan Klik Link [l
linktr.ee/DinsosPPrPAPessel

@, \ Diikuti oleh aymamiaufaradelio71, zulwarchaniago
¥/ dan 12 lainnya
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Misang Loker Official

dinaspertanian....
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Gambar 3.9 : Instagram Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dengan memanfaatkan semua sarana publikasi yang ada terutama
website dan media sosial untuk publikasi kegiatan selama Tahun 2024,
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan diganjar dengan Penghargaan Terbaik IV
Kategori Perangkat Daerah dengan kualifikasi “Menuju Informatif”
dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi
Sumatera Barat dan Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan

sebagaimana pada Gambar 3.13 dibawah ini :
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PEMERINTAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

PIAGAM PENGHARGAAN
Nomor : 500.12.15.1/209/KOMINFO-PS/ 2024
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN IN| MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Terbalk IV Katogori Perangkat Daerah
HKUALIFIKASI :
ju Informatif »

INFORMAS! PUBLIX

7S] KETERBUKAAN
£ SIS SELATAN TAHUN 2024

Gambar 3.10 : Piagam Penghargaan Terbaik | Kategori Perangkat Daerah dengan
kualifikasi “Menuju Informatif” dalam Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas
efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir

Selatan.
Tabel 3.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Indikator Kinerja Anggaran (Rp.)
- C Tingkat
Indikator - ) ] S @ ] Efisiensi
© < = o~ —~ <
No Sasaran Kinerja qg"a 4 % &l g é g % Sumber
s g o 2= g~ O | Daya(%)
v N < o S
@ 4 ©) (6) Q) ®) © ©)
1 | Terwujudnya | Nilai AKIP A A
Pemerintahan| Perangkat (80,1) (80,56)* | 100,57 4.139.855.683 3.830.300.659 92,52 0,07
yang Daerah
Akuntabel
dan
Berkinerja
Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025
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Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai

berikut :

realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja

Tingkat __ - { } 0
Efisiensi = 1 jumlah anggaran / rata-rata target kinerja X 100 / 0

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya
sebesar 0,07%.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah A
(80,1), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023
sebesar A (80,55) serta untuk capaian kinerja sebesar 92,52%. Angka
tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,58% apabila dibandingkan

dengan capaian Tahun 2022 sebesar BB (77,01).

No  Komponen Yang Dinila Bobot Nilai 2023

¢
{ fONn y Kinpt { K XU
n K

[ | | )

n (
Pelanoran Kine { ) 23

Gambar 3.11 : Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten
Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja

selanjutnya yaitu :

1) Perencanaan Kinerja
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Agar setiap pegawai untuk dapat memahami dan peduli serta

berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan

melakukan pemantauan kinerja sesuai dengan Rencana Aksi dan apabila

terdapat permasalahan agar dilakukan analisa dan solusi atas
permasalahan yang ditemukan.
2) Pengukuran Kinerja

a) Agar pengukuran kinerja dijadikan kebutuhan dalam mewujudkan
kinerja secara aktif, efisien dan diukur secara berjenjang
berkelanjutan serta dievaluasi secara berkala;

b) Agar pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward
dan punishment pada seluruh pegawai;

c) Agar meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen dalam
mencapai kinerja kepada seluruh pegawai dengan mengadakan
rapat-rapat staf dan dievaluasi secara berkala.

3) Pelaporan Kinerja

a) Agar dokumen laporan kinerja menginformasikan kualitas dan
efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada
setiap sasaran;

b) Agar informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan
budaya kinerja pegawai melalui rapat-rapat staf dan evaluasi secara
berkala.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a) Agar pemantauan capai kinerja dilakukan pendalaman yang memadai
pada seluruh sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah maupun
pada Unit Pelaksana Teknis (UPTD) dibawah naungan perangkat
daerah secara berkala dan dievaluasi;

b) Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi evaluasi AKIP dan
menuangkan ke dalam matriks tindak lanjut;

c) Agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dimanfaatkan untuk
perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung

efektifitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah disampaikan melalui

rapat-rapat staf serta dievaluasi secara berkala.
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g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Analisis program/kegiatan/sub  kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :
I.  Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan terdiri dari :
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD; dan
e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN; dan
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan
Kantor;
b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
c. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan

e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
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4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah :
Sub Kegiatan :
a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja
Nilai ~ Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas  Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah
sebesar Rp. 4.139.855.683 atau 92,52% dari total anggaran sebesar Rp.
3.830.300.659sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0,07%.
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P —————————————

SASARAN STRATEGIS 2 |
Meningkatnya Kualitas |
Inovasi Daerah !

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian
sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu)
indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat
pada Tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2024

0,
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan | Target | Realisasi /0.
Capaian
@) @ 3 4 ®) (6) (6)
1 | Meningkatanya Nilai Kematangan Tanpa 100,00 95,00 95,00
Kualitas Inovasi Inovasi Dinas Satuan
Daerah Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Rata-rata capaian (%) 95,00
Sumber  : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024.

Dari Tabel 3.8 diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan
Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mencapai 95,00 dari target 100,00 atau tingkat capaiannya mencapai 95,00%.
Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke

Kementerian Dalam Negeri yaitu “DOVAC (Door to Door Vaccination
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Action)” dengan predikat tinggi yang sudah tahap implementasi sejak Tahun

2022. DOVAC adalah suatu inovasi baru pada Perlindungan, jaminan Sosial

dan penanganan fakir miskin. Pada Gambar 3.17 dibawah ini dapat dilihat

Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2024 sebagai berikut :

bt DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
JL H. lyas Yocoub Painan Telp, (0756) Fax. 465208

ey PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 861 /1747 IDSPRPA-PS202) Painan, 1\ Seplember 2023
Lamp 1 (satu) set Kepada Yth.
Perihal :  Peayampaian Nama Inovasi

Kabupaten Pesisir Selatan

di
Tompat

2023 schagaimana terlampir,

Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selata
N

o

N\ NIPEOR0119 200112 1003

Sdr. Kepals Badan Perencanaan Dacrah
Tahun 2023 Penclitian ~ dan Pengembangan

Schubungan dengan Sunt Bapak Sckrctaris Dacrah  Nomor

0500847 Lithang-Bapedalithang/VIII2023 tanggal 21 Agustus 2023 peribal
Permintaan Data Inovasi Dscrah Tabun 2023, dengan ini kami sampaikan Nama
Inovasi Dinas Sosil, Pemberdayasn Perempusn dan Perlindungan Anak Tahun

Demikian disampuaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

{| Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan jm-p-n

Lampiran | Surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayasn Perempusn
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisi Sclatan

Nomor : 861/ /DSPPAPA-PS2023

Tanggal :  Seplember 2023

Peribal

A. Nama Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

[Nel ™ Judulloevasi | Tahun | Rancang Bangun Inovasi Dacrah
| tnovasi_| R 1
1. | Program Terpade SatuPiate | 2020 | Dolam rangka molaksanakan verfikasi din
| Penanganan Pemerlu Pelayanan | validasi data Keluargs Penerima Manfast

| | Kesejabterann Sosial (PTSP2 PPKS) | |(KPM) dan st pessts progam
perlindungan sosisl, perls didokung olch
dan yang skt dan mutskhi, yang
‘ | berads delam data Pemerls Pelaysnan |
|
|

Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pelsksanasn Program Terpadu Ssty Pintu |

Peanganan  Pemerls  Pelayanan |

Kescjshterasn  Sosial  (PTSF2  PPKS),

| Gilsksanakan  oleh  Disas  Sosial
Pemberdayasn  Perempans,
Perliodengan Ansk Kabupaten Pesisic
Selatan dan beherjasama dengan perangkat |
daerah laisaya, SOM Pendamping PKH, |
Teoaga Kescjabterasn Sosial Kecamatan,
Istansi Terkat, serta Kecamatan don |
| Nagari se-Kabopaten Pesisic  Selatan
Pelaksanasn Program Terpadu Satw Pinta
Peangansn  Pemerly  Pelayanan
| | Kesgjahtorsan  Sosisl (PTSP2 PPKS), |
| dibkkan  terhadsp Dta  Kelwarps
| Peserima  Manfaat  dsfstsa  Peserts

| Program Pertindungan Sosial, Rebabilnast |
| Soulal dan Pemberdayasn Sosial sesusi
dengan datadats yang valid dan terbary |

|
|
|
| yong ditctphan oleh Pusa data Informast
(Pusdsti))  Kessabicrmsn  Sosal
Kementerian Sosial Repoblik Indonesa
‘ | maupon instansi terkadt lainnya
|
|
!

Program Terpady Satu Pintu Penangansn
Pemerky Pelayanan Kescjabicraan Sosial |
| (PTSP2 PIKS),  dilsksanskan  secars
| berkala dan berkelanjutan sesuai dengan
Aebuthan data maspun pmmm-p-‘
| eadaan kekinisn dan perubahan peraturna
perundang undangan

1 [Sotem  dnformasi  Masyarakal | 2020 | Dalam rangha meninghatian pelaksanaan |
| Penerias Bastusn (SIMAPAN) verifiasi dan validasi s Keluarga
| Peocrions Manfaat (KPM) otau peserts |

| Program  Peclindungan  Sosial,  pers |
‘ diddkung okch dats yang shuat |

‘ ! mutakhir, perly memanfastian seknologi
|
l

i mformas berbasis Illﬂk\‘
Peyelengganan __ Sistom __nformasi |

Gambar 3.12: Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2024

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun

2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi

Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.9

dibawah ini :
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Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya
Kualitas Inovasi Daerah Tahun Lalu Dan Beberapa
Tahun Terakhir

. - Realisasi
No Sasaran Indikator Kinerja
2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 | Meningkatanya Kualitas Nilai Kematangan Inovasi 86,00 93,00 95,00
Inovasi Daerah Dinas Sosial,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Sumber  : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024.

Dari Tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024
mengalami peningkatan sebesar 2% dari 93,00 pada Tahun 2023 menjadi
95,00 pada Tahun 2024.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan
Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan
Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.10
dibawah ini :

o Kimor )
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Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Inovasi
Daerah Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Organisasi
. . Target .
No Sasaran Ir:(dllkat'or Cz%;‘:m Akhir c %. Kng.kat
inerja 2021-2026 apaian emajuan
@ @ ©) 4 ®) ©6) 7
1 | Meningkatanya | Nilai 95,00 100,00 95,00 Akan
Kualitas Inovasi | Kematangan tercapai
Daerah Inovasi Dinas (kurang
Sosial, .
Pemberdaya Da_m target
akhir Rensra)
an
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
100%)

Sumber  : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Membandingkan Realisassi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi

Dan Nasional
Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan

dan

Pemberdayaan Perempuan

target spesifik pada Dinas Sosial,

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Tabel 3.11
Perbandingan Nilai Sakip Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar
Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

Kualitas Inovasi | Inovasi Dinas Sosial,

Dinas Dinas .
. . Kementerian
Indikator Kinerja el SOS'.aI . Sosial
NO Sasaran Satuan PPrPA Provinsi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Meningkatanya Nilai Kematangan % A (95)* - -

Daerah Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Berkinerja Pemerintah

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023
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e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai
akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.12 dibawah ini :
Tabel 3.12
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
. Analisis :
Indikator - % ; Solusi Yang
No Sasaran L Satuan | Target | Realisasi . Keberhasilan/ .
Kinerja Capaian Kegagalan Dilakukan
@ &) ©) (@) ©) (6) @) ® ®)
1 | Meningkatanya | Nilai % 100,00 95,00 95,00 Tidak tercapainya | Meningkatkan
Kualitas Kematangan nilai kematangan nilai
Inovasi Daerah | Inovasi inovasi Dinas kematangan
Dinas Sosial,Pemberdaya | inovasi dengan
an Perempuan dan
Perlindungan Anak
Sosial, dikarenakan cara
Pemberdayaa
n Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
masih bersifat meningkatkan
manual/ kualitas inovasi
konvensional, dari tahun
belum terintegrasi, | sebelumnya
kemanfaatan melalui inovasi
inovasi hanya yang bersifat
terfokus pada digital,
kelompok terintegrasi,
tertentu/tidak bersifat umum
umum serta tidak | dan adanya
adanya replikasi replikasi oleh
oleh daerah lain daerah lain
Sumber  : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025
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f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya memuat analisis atas

efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir

Selatan.
Tabel 3.13
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
Indikator Kinerja Anggaran (Rp.)
Tingkat
@ 3 = ) 8 Efisiensi
No Sasaran Indikator Kinerja B © 3 S~ S~ T
o & = o g = g = Sumber
= 5 O o= e~ O Daya %
oz P < P
@ &) (©) ) ©) (6) @) 8 ©) (10)
1 | Meningkatanya | Nilai Kematangan 100,00 95,00 95,00 93.248.222 86.022.675 92,25 0.92

Kualitas Inovasi
Daerah

Inovasi Dinas
Sosial,
Pemberdaya
an
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

Sumber

: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.12 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 72,25%.

Upaya peningkatan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nilai

Kematangan

Inovasi

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;

. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;

2
3. Manajemen inovasi; dan
4

. Keberlanjutan inovasi.
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g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah ini didukung
oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan
indikator sasaran tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
dengan sub kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah dan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja
Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah sebesar Rp. 86.022.675 atau 92,25% dari total
anggaran sebesar Rp. 93.248.222 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar
0.92 %.
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SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Perlindungan

Sosial Masyarakat

sasaran strategis Meningkatnya Perlindungan Sosial

Masyarakat atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat
pada Tabel 3.14 dibawah ini.

Tabel 3.
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja

14

Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Tahun

2024

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%
Capaian

)

@

©)

4

©)

(6)

()

Meningkatnya
Perlindungan Sosial
Masyarakat

Indeks Kesejahteraan
Sosial

a.

40% PPKS yang
memperoleh
perlindungan dan
jaminan sosial.

30% PPKS yang
tertangani dengan
Advokasi dan
Rehabilitasi Sosial.

30%
aktif.

PSKS yang

%

80%

35%

25%

20%

86%

27%

30%

29%

107,50%

7%

120%

145%

Rata-rata capaian (%)

107,50%

Catatan
Sumber

: *) Data Capaian Tahun 2023
: diolah Badan Pusat Statistik Tahun 2024,
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Dari Tabel 3.13 diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja untuk

meningkatkan Indeks Kesejahteraan Sosial yang dihitung dari penjumlahan
40% PPKS yang memperoleh perrlindungan dan jaminan sosial, 30% PPKS
yang tertangani dengan Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, dan 30% PSKS
yang aktif. Adapun Fasilitasi Bantuan Sosial terdiri dari bantuan sembako
APBN, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT), Alat Bantu, Perlengkapan Tidur, Modal Usaha dan
Permakanan dalam satu tahun yang dilakukan di 15 kecamatan. Jumlah
Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebanyak 34.825 KPM, sementara
bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 16.803 KPM. Jumlah
KPM penerima PKH dan BPNT tersebut menurun dibandingkan pada periode
yang sama tahun 2023. Hal ini, dikarenakan hasil verifikasi dan validasi oleh
kemensos maupun dari pendamping PKH terhadap kelaayakan para penerima
bansos tersebut. Data PBPU Pemda (PBI APBD) yang dialokasikan sebanyak
89.205 jiwa untuk Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang tergolong
miskin, tidak mampu dan/atau penghasilannya dibawah Upah Minimum
Propinsi Sumatera Barat. Sementara penerima manfaat PBlI JK (PBI APBN)
sebanyak 173.985 Jiwa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial
(DTKS). Sepanjang tahun selalu dilakukan pemutakhiran data penerima
manfaat bantuan PBPU Pemda (PBI APBD) dan PBI JK (PBI APBN) sehingga
mengurangi jumlah penerima manfaat yang tidak tepat entah karena sudah
pindah domisili atau sudah meninggal dan lain sebagainya dan kemudian
diusulkan penerima manfaat yang baru sesuai kelayakan penerima manfaat.
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024
yang di intervensi dengan program dari Sentra Terpadu Inten Soewono Bogor
(STIS) maupun dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebanyak
1.755 orang, terdiri dari anak terlantar 31 orang, lanjut usia terlantar 622
orang, penyandang disabilitas 707 orang dan selebihnya untuk kelompok
rentan lainnya. Disamping itu ada juga program untuk yatim Piatu (YAPI)
yang diterima oleh 785 anak yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten

Pesisir Selatan.
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Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif terdiri dari
Pendamping PKH (64 orang), TKSK (15 orang), PSM (195 orang), Peksos (3

orang), Karang Taruna (101) yang Sebagian besar sudah bersertifikasi.

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun
2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada

Tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya
Perlindungan Sosial Masyarakat Tahun Lalu dan
Beberapa Tahun Terakhir

: Target Realisasi
No Sasaran Indikator
Kinertja 2022 2023 2024 2022 2023 2024
@ @ ©) 4) ©) (6)
1 | Meningkatnya [Indeks 54% 68% 80%* 66% 62,31% 86%*
Perlindungan [Kesejahteraan
Sosial Sosial
Masyarakat
Catatan :*) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan

Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi

Sosial

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir

Perbandingan capaian

Masyarakat pada Dinas Sosial,

Selatan dengan

target

indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan
Pemberdayaan Perempuan dan

jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial,

Pemberdayaan

Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.16 dibawah ini :

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
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Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Perlindungan
Sosial Masyarakat Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan
Strategis Organisasi

: Target o :
. ) %
No Sasaran Ir'1<d.|kat.or T;(;g:\t Capaian Akhir c > K ngkat
inerja 2024 2021- apaian emajuan
2026
@ @ ©) O () ©6) @)
1 | Meningkatnya Indek_s 80% 86% 72,00% | 119,4% | Akan tercapai
Perlindungan Kesejahtera (sama atau
Sosial an Sosial lebih dari
Masyarakat 100%)
Catatan :*) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi

Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan

Sosial Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada Tabel

3.17 dibawah ini :

Tabel 3.17
Perbandingan indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial
Masyarakat, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar
Provinsi dan Nasional Tahun 2024

Indikator Kabupaten Provinsi
No Sasaran Kineria Satuan Pesisir Sumatera | Indonesia
J Selatan Barat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Meningkatnya Indek_s % 86% N N
Perlindungan Kesejahteraan
Sosial Sosial
Masyarakat
Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024
Dari Tabel 3.16 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai capaian

Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Provinsi Sumatera Barat dan
Indonesia tidak tersedia. Indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial
Masyarakat, pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 86%, jika dilihat kontribusi terhadap

Laporan Kinerja Tahun 2024
55



Dinas Sasial, Pemberdayaan Perempuan

& Perlindungan Anak

Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Sosial di kabupaten Pesisir
Selatan menyumbangkan kontribusi yang terbesar terhadap Perlindungan

Sosial Masyarakat Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja
Perlindungan Sosial Masyarakat Sosial, pada Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 3.18 dibawabh ini:

Tabel 3.18
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No

Analisis
Keberhasilan/
Kegagalan

Indikator %

Sasaran Kinefja Satuan | Target | Realisasi Capalan

@

@ © @ © ©) ™ ® ®

Perlindungan | Kesejaht Indeks

Masyarakat Sosial Sosial

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Solusi Yang
Dilakukan

Meningkatnya | Indeks % 80% 86% 119,4% | Peningkatan nilai [Meningkatkan

Sosial eraan Kesejahteraan

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas
efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan.
Tabel 3.19
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Anggaran (Rp.)
Tingkat
Indikator ” 7 3 S z g | Efisiensi
© '© = o~ —~ =
No Sasaran Kinerja S 2 S S o 2 g S | sumber
&l © & S X T 5]
[ Q O 2= 2= O | Daya (%)
e P < P
@ @ ® @ ©) (6) Q) 8) ©9) (10)
1 | Meningkatnya Indeks 80% 86% | 119,4 [176.280.474] 123.098.834 | 69,83 0.30%
Perlindungan Kesejahte %
Sosial Masyarakat | faan
Sosial

Catatan . *) Data Capaian Tahun 2023
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Sumber

: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.20 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0.30%

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan ini didukung oleh

program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator

sasaran tersebut yaitu :

1.

Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi dengan kegiatan Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan
terdiri dari sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan,
Penyediaan Alat Bantu, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
dan Penyediaan Permakanan

Program Penanganan Bencana dengan kegiatan Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam Sosial Kabupaten/Kota dan terdiri dari sub
kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dan Penyediaan
Permakanan

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan
terdiri dari sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga

Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan Pengembangan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dan
terdiri dari sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja
Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan
Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kewenangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat

Kewenangan Kabupaten/Kota.
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kinerja

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian

Perlindungan  Sosial Masyarakat

pada

Dinas

indikator

Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah

sebesar Rp. 123.098.834 atau 69.83% dari total anggaran sebesar Rp.

176.280.474 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0.30%.

SASARAN STRATEGIS 4

Masyarakat dalam
Pembangunandan Menjaga
Lingkungan Secara mandiri

Meningkatnya Partisipasi

"PDRR

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri atas 1

(satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir

Selatan.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat
pada Tabel 3.20 dibawah ini.

Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja

Tabel 3.20

Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri Tahun 2024

0,
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan | Target Realisasi i
Capaian

(1) ) 3 (4) (5) (6) ()
1 Meningkatnya Indeks Pemberdayaan % 57,04 53,79 94,30

Partisipasi Gender Kabupaten

Masyarakat dalam Pesisir Selatan

Pembangunan dan

Menjaga Lingkungan

Secara mandiri

Rata-rata capaian (%) 94,30
Catatan :*) Data Capaian Tahun 2023

Laporan Kinerja Tahun 2024

58



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
& Perlindungan Anak

Sumber :diolah Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Dari Tabel 3.13 diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja untuk
Meningkatkannya Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang
digunakan untuk menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan
ekonomi, politik dan sosial. Hasil Indeks Pemberdayaan Gender dikeluarkan
oleh Badan Pusat Statistik. Jumlah organisasi wanita yang difasilitasi
ditargetkan pada tahun 2024 adalah sebanyak 2 organisasi dan terealisasi
sebanyak 3 organisasi. Jumlah kegiatan yang menerapkan anggaran
responsif gender ditargetkan pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 kegiatan
dan terealisasi sebanyak 4 kegiatan. Jumlah Pokja PUG yang aktif pada tahun
2024 ditargetkan sebanyak 41pokja dan terealisasi sebanyak 41 pokja. Tahun
2024 Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya
(APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kategori Madya. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk
pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian atau
Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan

gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun
2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
Perbandingan capaian Indikator Kinerja untuk Meningkatkannya Indeks
Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa
tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.21 dibawah ini :

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan
Menjaga Lingkungan Secara mandiri Tahun Lalu Dan
Beberapa Tahun Terakhir

. . . Realisasi
No Sasaran Indikator Kinertja
2022 2023 2024
) &) 3 4 ®) (6)
1 | Meningkatnya Partisipasi Indeks Pemberdayaan 56,93 % 56,93 % 53,79%*

Masyarakat dalam Gender Kabupaten

Pembangunandan Menjaga  |Pesisir Selatan

Lingkungan Secara mandiri
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Catatan :*) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Data BPS Tahun 2023

Dari Tabel 3.14 diatas dapat dijelaskan bahwa Fasilitasi Bantuan Sosial terdiri

dari bantuan sembako APBN, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Alat Bantu, Perlengkapan Tidur, Modal
Usaha dan Permakanan dalam satu tahun yang dilakukan di 15 kecamatan.
Jumlah Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebanyak 34.825 KPM, sementara
bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 16.803 KPM. Jumlah
KPM penerima PKH dan BPNT tersebut menurun dibandingkan pada periode
yang sama tahun 2023. Hal ini, dikarenakan hasil verifikasi dan validasi oleh
kemensos maupun dari pendamping PKH terhadap kelaayakan para penerima
bansos tersebut. Data PBPU Pemda (PBI APBD) yang dialokasikan sebanyak
89.205 jiwa untuk Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang tergolong
miskin, tidak mampu dan/atau penghasilannya dibawah Upah Minimum
Propinsi Sumatera Barat. Sementara penerima manfaat PBI JK (PBI APBN)
sebanyak 173.985 Jiwa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial
(DTKS). Sepanjang tahun selalu dilakukan pemutakhiran data penerima
manfaat bantuan PBPU Pemda (PBI APBD) dan PBI JK (PBI APBN) sehingga
mengurangi jumlah penerima manfaat yang tidak tepat entah karena sudah
pindah domisili atau sudah meninggal dan lain sebagainya dan kemudian
diusulkan penerima manfaat yang baru sesuai kelayakan penerima manfaat.

Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024
yang di intervensi dengan program dari Sentra Terpadu Inten Soewono Bogor
(STIS) maupun dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebanyak
1.755 orang, terdiri dari anak terlantar 31 orang, lanjut usia terlantar 622
orang, penyandang disabilitas 707 orang dan selebihnya untuk kelompok
rentan lainnya. Disamping itu ada juga program untuk yatim Piatu (YAPI) yang
diterima oleh 785 anak yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten Pesisir
Selatan.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif terdiri dari
Pendamping PKH (64 orang), TKSK (15 orang), PSM (195 orang), Peksos (3

orang), Karang Taruna (101) yang Sebagian besar sudah bersertifikasi.
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c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan

Sosial

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir

Strategis Organisasi

Perbandingan capaian

Masyarakat pada Dinas Sosial,

Selatan dengan

target

Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan

indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan

Pemberdayaan Perempuan dan

jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir

Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.22 dibawah ini :

Tabel 3.22

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara
mandiri Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Organisasi
. . Target 0 .
wo| s | e | Cman | e || Do
: 2021-2026 | ~P ‘
@ @ 3 4 ®) 6) 7
1 | Meningkatnya Partisipasi | Indeks 86% 72,00% 119,4% Akan tercapai
Masyarakat dalam Pemberdaya (sama atau
Pembangunandan an Gender lebih dari
Menjaga Lingkungan Kabupaten ebih car
Secara mandiri Pesisir 100%)
Selatan
Catatan :*) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Data BPS Tahun 2023

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi

Sosial

Dan Nasional

Perbandingan capaian

Masyarakat Dinas

indikator

Sosial,

Pemberdayaan

kinerja Meningkatnya Perlindungan

Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada Tabel

3.23 dibawah ini :
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Tabel 3.23
Perbandingan indikator kinerja Kinerja Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara
mandiri dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

Indikator Kabupa_ten Provinsi .
No Sasaran Kinerja Satuan Pesisir Sumatera Indonesia
Selatan Barat
@) @ 3 4 ®) (6) @)
1 Meningkatnya Indeks % 86% 65,34% 76,90%
Partisipasi Pemberdayaan
Masyarakat Gender
dalam Kabupaten
Pembangunan Pesisir Selatan
dan Menjaga
Lingkungan
Secara mandiri
Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Dari Tabel 3.23 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai capaian Meningkatnya
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunandan Menjaga Lingkungan Secara
mandiri dengan Indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten
Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 86%, lebih tinggi dibanding
Indeks Pemberdayaan Gender Tingkat Provinsi sebesar 65,34% sedangkan

Indeks Pemberdayaan Gender tingkat Indonesia sebesar 76,90%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Indeks
Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel

3.24 dibawah ini :
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Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan

Menjaga Lingkungan Secara mandiri

No Sasaran Il Satuan | Target | Realisasi i Keﬁgrahdgssiﬁan/ S0LE Vel
Kinerja Capaian Kegagalan Dilakukan
@) ) (€) 4 ©) (6) @) () (8)

1 | Meningkatnya | Indeks % 57,04% [ 53,79% 94,70% | Peningkatan nilai [Meningkatkan
Partisipasi Pemberda Indeks
Masyarakat yaan
dalam Gender ZZT(?SI dayaan
Pembangunan | Kabupaten
dan Menjaga | Pesisir
Lingkungan Selatan
Secara mandiri

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Data BPS Tahun 2023

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya memuat analisis atas

efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir

Selatan.

Tabel 3.25
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kinerja

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan
Menjaga Lingkungan Secara mandiri

Indikator Kinerja Anggaran (Rp.)
- - Tingkat
Indikator - 7 & g | a4 5] Efisiensi
No | Sasaran Kinerja S ki g 8 g 23 8 Sumber
i | S 2< g%l S | paam
(e X < S
@) &) (©) 4) ©) (6) (1) 8 9) (10)
1 | Meningkatnya | Indeks 57,04% | 53,79%| 94,70% | 819.905.712| 802.179.766 97,84 0.02 %
Partisipasi Pemberday
Masyarakat aan
dalam Gender
Pembanguna | Kabupaten
ndan Pesisir
Menjaga Selatan
Lingkungan
Secara
mandiri
Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Data BPS Tahun 2023

Dari Tabel 3.25 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0.02 %.
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g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan  sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunandan Menjaga Lingkungan Secara mandiri ini didukung oleh

program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator

sasaran tersebut yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
dengan 2 kegiatan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dan
Pemberdayaan Perempuan Bidang politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
pada Oganisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota, dan
dengan 2 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

2. Program Pengelolaan Sistim Data Gender dan Anak dengan kegiatan
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan
Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
dengan sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan

Kabupaten/Kota.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator
kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2024 adalah sebesar Rp. 802.179.766 atau 97,84 % dari total anggaran
sebesar Rp. 819.905.712 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0.02%.
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Terwujudnya Keluarga Bahagia

Untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya Keluarga Bahagia atas 1
(satu) indikator kinerja yaitu Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan

Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat
pada Tabel 3.26 dibawah ini.

Tabel 3.26
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Terwujudnya Keluarga Bahagia Terhadap Jumlah Keluarga Tahun 2024

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan | Target Realisasi c %.
apaian
1) ) (©) (4) (5) (6) ()
1 | Terwujudnya Proporsi Temuan % 0,048% 0,051% 106,25
Keluarga Bahagia |Kasus Kekerasan
pada Anak dan
Perempuan
Terhadap Jumlah
Keluarga
Catatan  :*) Data Capaian Tahun 2023
Sumber  : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Dari Tabel 3.26 diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja untuk
Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap
Jumlah Keluarga merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan
Terwujudnya Keluarga Bahagia di kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun
2024 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 13 kasus dan

kekerasan terhadap anak sebanyak 59 kasus, sehingga total kasus kekerasan
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terhadap perempuan dan anak sebanyak 72 kasus. Jumlah keluarga tahun

2024 sebanyak 161.103, sehingga proporsi kasus kekerasan sebanyak 0,051,

jumlah ini turun dari tahun 2023 yang berjumlah 78 Kasus.

b.Membandingkan

Antara Realisasi

Kinerja Serta Capaian

Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Terwujudnya Keluarga Bahagia

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat

dilihat pada Tabel 3.27 dibawah ini :

Tabel 3.27

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Terwujudnya
Keluarga Bahagia Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun

Kinerja

1 | Terwujudnya

Keluarga Bahagia

Kasus Kekerasan pada
Anak dan Perempuan
Terhadap Jumlah
Keluarga

Terakhir
. : : Realisasi
No Sasaran Indikator Kinertja
2022 2023 2024
@) @ 3 4 ©) (6)
Proporsi Temuan 0,083 % 0,048% 0,051%

Catatan
Sumber

: *) Data Capaian Tahun 2023
: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan

Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi
Perbandingan capaian

indikator

kinerja Proporsi

Temuan Kasus

Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga Kabupaten

Pesisir

Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel

3.28 dibawah ini :
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Tabel 3.28

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Terwujudnya Keluarga Bahagia

Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

: . Target .
No Sasaran Ind_lkat_or Capaia Akhir %. Tlng_kat
Kinerja n 2021-2026 Capaian Kemajuan
2024
@ @ ©) @ ®) 6 (@)

1 | Terwujudnya Proporsi 0,051% 0,044 86,27% Akan tercapai
Keluarga Temuan (sama atau
Bahagia Kasus lebih dari

Kekerasan o
pada Anak 100%)
dan
Perempuan
Terhadap
Jumlah
Keluarga
Catatan :*) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi

Dan Nasional

Perbandingan
Sosial Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

capaian

indikator

kinerja

Meningkatnya Perlindungan

Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada Tabel 3.29 dibawah ini :

Tabel 3.29
Perbandingan indikator kinerja Terwujudnya Keluarga Bahagia
dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

Indikator Kabupa_ten Provinsi _
No Sasaran — Satuan Pesisir Sumatera | Indonesia
Kinerja
Selatan Barat
@ @ 3 4 ®) 6) ™
1 | Terwujudnya Proporsi % 86,27% 71,34% -
Keluarga Temuan Kasus
Bahagia Kekerasan pada
Anak dan
Perempuan
Terhadap
Jumlah
Keluarga
Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023
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Dari Tabel 3.29 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai capaian terwujudnya

keluarga bahagia dengan Indikator kinerja Proporsi Temuan Kasus
Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga sebesar
86.27%, lebih tinggi dibanding Indeks Pemberdayaan Gender Tingkat Provinsi
sebesar 71.34 sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender tingkat Indonesia

tidak tersedia.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja
Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap
Jumlah Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.40
dibawah ini :
Tabel 3.40
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Terwujudnya Keluarga Bahagia
: Analisis :
Indikator . % . Solusi Yang
No Sasaran o Satuan | Target | Realisasi . Keberhasilan/ .
Kinerja Capaian Kegagalan Dilakukan
@ @ ® (@) ®) (6) @) ®) ®
1 | Terwujudnya | Proporsi % 0,048% | 0,051% 106,25 | Peningkatan Meningkatkan
KeI#arga Temuan nilai Indek
B i K :
ahagia Kgligrsasa kebahagiaan
n pada Keluarga
Anak dan
Perempu
an
Terhadap
Jumlah
Keluarga

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

f.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya memuat analisis atas

efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir

Selatan.
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Tabel 3.41
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terwujudnya Keluarga Bahagia
Indikator Kinerja Anggaran (Rp.)
- Tingkat
Indikator @ g = 7 g Efisiensi
@ @ T S ~ Q &
No Sasaran Kinerja S o § Se % g % Sumber
K §| S 2= £=| S | Dpaaw
e X < X
1) 2 (©) 4 (5) (6) @) (8 9) (10)
1 | Terwujudnya Proporsi 0,048% | 0,051%| 106,25 | 145.077.856| 106.198.850 73.20 0.26%
Keluarga Temuan
Bahagia Kasus
Kekerasan
pada Anak
dan
Perempuan
Terhadap
Jumlah
Keluarga
Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023
Sumber  : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Dari Tabel 3.41 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0.26%.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran terwujudnya keluarga bahagia ini didukung oleh

program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator

sasaran tersebut yaitu :

1. Program Perlindungan

Pencegahan

Kekerasan

Perempuan

Terhadap

terdiri

Perempuan

dari 3 kegiatan

Lingkup

yaitu

Daerah

Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
dan 3 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan
Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan

Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
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Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan kegiatan Pelembagaan
PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari 3 Kkegiatan yaitu
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan 3 sub kegiatan yaitu
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK, Advokasi dan pendampingan
Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan
pencegahan KTA, Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia
layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah
kabupaten/kota

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA terdiri dari 2
kegiatan yaitu Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan 2 sub
kegiatan yaitu Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan
Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan

Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
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Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator
kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2024 adalah sebesar Rp. 106.198.850 atau 72.20% dari total anggaran

sebesar Rp. 145.077.856 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0.26%.

REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk melaksanakan Program dan
Kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2024 pada Tabel 3.42 berikut.

Tabel 3.42

Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun
2024 yang Menunjang Sasaran Strategis

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/kegiatan

Anggaran

Terwujudnya

Nilai AKIP Perangkat

A

Program Penunjang Urusan

Pemerintahan yang Daerah Pemerintahan Daerah 4.233.103.905
Akuntabel dan Kabupaten/Kota
Berkinerja

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

3.370.824.614

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

3.277.512.410

Penyediaan Administrasi 93.312.204
Pelaksanaan Tugas ASN

Administrasi Umum Perangkat 361.844.682
Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi 4.488.880
listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 83.744.765
Penyediaan Bahan Logistik

Kantor 24.997.882
Penyediaan Barang Cetakan dan 11.496.155
Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan 8.400.000
Peraturan Perundangan-

undangan

Penyelenggaran Rapat 228.717.000

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

118.660.227

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

45.000.000

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

73.660.227

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

273.576.680

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

60.190.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

199.136.680

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

14.250.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Meningkatnya
Perlindungan Sosial
Masyarakat

Persentase PPKS
(Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial)
yang memperoleh
Bansos untuk
pemenuhan
kebutuhan dasar

80%

Program Rehabilitasi Sosial

176.280.474

Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

176.280.474

Penyediaan Alat Bantu

144.105.614

Pemberian Pelayanan Reunifikasi
Keluarga

32.174.860

Penyediaan Permakanan

Program Penanganan Bencana

341.595.474

Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota

341.595.474

Pelayanan Dukungan Psikososial

171.933.496

Penyediaan Makanan

169.661.978

Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial

178.933.195

Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten/
Kota

178.933.195
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Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

107.241.535

Fasilitasi Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga

71.691.660

Program Pemberdayaan Sosial

1.610.495.333

Pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

1.610.495.333

Peningkatan Kemampuan
Potensi Pekerja Sosial
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

1.233.123.433

Peningkatan Kemampuan
Potensi Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.410.700

Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota

374.961.200

Program Pengelolaan Taman
Makam Pahlawan

37.476.060

Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

37.476.060

Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

37.476.060

Meningkatnya
Partisipasi

Indeks
Pemberdayaan

57,04

Program Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan

819.905.712

Masyarakat dalam
Pembangunan dan
Menjaga Lingkungan
Secara Mandiri

Gender Kabupaten
Pesisir Selatan

Perempuan

Pelembagaan Pengarusutamaan 96.554.526
Gender (PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan

Kabupaten/Kota

Sosialisasi Kebijakan Pelaksanan 96.554.526

PUG termasuk PPRG

Pemberdayaan Perempuan
Bidang politik, Hukum, Sosial,
dan Ekonomi pada Oganisasi
Kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten/ Kota

723.351.186

Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di Bidang
Politik, Hukum, Sosial dan

723.351.186
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Ekonomi

Program Pengelolaan Sistim
Data Gender dan Anak

29.999.320

Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penyajian Data
Gender dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

29.999.320

Penyediaan Data Gender dan
Anak di Kewenangan
Kabupaten/Kota

29.999.320

Terwujudnya Keluarga
Bahagia

Proporsi Temuan
Kasus Kekerasan
pada Anak dan
Perempuan Terhadap
Jumlah Keluarga

0,048%

Program Perlindungan
Perempuan

145.077.856

Penyediaan Layanan Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

76.531.138

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Penyediaan
Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota

76.531.138

Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota

41.050.000

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Program
dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan Terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

41.050.000

Penguatan dan Pengembangan
Lembaga

Penyedia Layanan Perlindungan
Perempuan

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

27.496.718

Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Lembaga Penyedia
Layanan Penanganan bagi
Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota

27.496.718

Program Peningkatan Kualitas
Keluarga

691.530.400

Peningkatan Kualitas Keluarga
dalam Mewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan Hak Anak

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

291.530.400

Pengembangan Kegiatan
Masyarakat untuk Peningkatan

291.530.400
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Kualitas Keluarga
KewenanganKabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga
dalam Mewujudkan KG dan Hak
Anak yang Wilayah Kerjanya
dalam Daerah Kabupaten/Kota

400.000.000

Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas
Keluarga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

400.000.000

Program Pemenuhan Hak Anak
(PHA)

59.999.880

Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

59.999.880

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan Hak
Anak pada Lembaga Pemerintah,
Non Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

59.999.880

Program Perlindungan Khusus
Anak

300.520.201

Penyediaan Layanan bagi Anak
yang Memerlukan Perlindungan
Khusus yang Memerlukan
Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

198.038.919

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Pendampingan
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota

198.038.919

Pencegahan Kekerasan
Terhadap Anak yang Melibatkan
para Pihak Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

60.450.000

Advokasi dan pendampingan
Perangkat Daerah dalam
pelaksanaan kebijakan /program/
kegiatan pencegahan KTA

60.450.000

Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan bagi
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

42.031.282
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Peningkatan kapasitas SDM 42.031.282
lembaga penyedia layanan
perlindungan dan penanganan
bagi AMPK tingkat daerah
kabupaten/

5 Meningkatnya Kualitas Nilai Kematangan 100 Program Penunjang Urusan 93.248.222
Inovasi Daerah Inovasi Perangkat Pemerintahan Daerah
Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, 93.248.222
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat 93.248.222
Daerah

Jumlah Anggaran Kegiatan 8.624.917.810,-

Sumber : Bagian Keuangan Tahun 2025

Berdasarkan Realisasi Keuangan APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2023
melalui Dana Alokasi Umum memperoleh dana sebesar Rp.8.624.917.810
Dari dana tersebut diatas sudah dapat dilaksanakan sebanyak 13 program, 13
kegiatan dan 39 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut diatas
antara lain :

5. Program wajib Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 program, 6 kegiatan
dan 15 sub kegiatan dengan besarnya dana Rp. 4.233.103.905,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 3.916.303.334. Dari realisasi kegiatan tersebut
diatas kemajuan fisik telah dicapai 100 % sedangkan kemajuan keuangan
sebesar 92,51%.

6. Program dan kegiatan diluar kegiatan wajib Perangkat Daerah sebanyak
11 program dan 17 kegiatan dan 24 sub kegiatan jumlah dana
Rp.4.261.313.905,- realisasi keuangan sebesar Rp.4.008.957.091,- atau
sebesar 94,77%. Program dan kegiatan tersebut tersebar disetiap bidang
dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak dengan rincian sebagai berikut :

a. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
sebanyak 2 program dan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan

besaran dana Rp.520.528.669,- dengan realisasi  sebesar
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Rp.400.563976,- dengan kemajuan fisik 100% sedangkan keuangan
76,95%.

b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial sebanyak 3 program dan

3 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan dana sebesar
Rp.1.824.251.867,- dengan realisasi sebesar Rpl.714.322.247-

kegiatan ini secara fisik sudah 100% dan keuangan 93,97%.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 6

program dan 12 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan besaran dana

sebesar Rp.1.916.533.369,- dengan realisasi sebesar
Rp.1.894.070.868,- kegiatan ini secara fisik sudah 100% dan keuangan
(98,82%).
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BAB IV
PENUTUP

4.2. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab Ill, Capaian Kinerja Dinas

Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan, rata-rata nilai capaian

indikator kinerja adalah 100,72% dengan kategori sangat baik, dengan

nilai tertinggi adalah 107,57% vyaitu pada sasaran Terwujudnya

Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.

2. Capaian Indikator Kinerja

Jika dilihat dari realisasi 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan

yaitu :

a.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target
A (80,1).

Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak adalah A (80,56) atau sebesar 10,57% dengan predikat
sangat baik, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini
memakai nilai evaluasi Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 diperoleh dari nilai
evaluasi laporan kinerja Tahun 2024 yang nilai ini baru bisa
diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2025.

Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak dengan target 100. Capaian indikator Nilai
Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah 95 atau sebesar 95% dengan predikat

sangat baik.
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c. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Sosial
Masyarakat yang dilaksanakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 dengan
target 80. capaian realisasi sebesar 86 atau 107,50% dengan
pradikat sangat baik.

d. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan
Menjaga Lingkungan Secara Mandiri pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun
Anggaran 2024 dengan target 57,04. capaian realisasi sebesar
53,79 atau 94,30% dengan pradikat sangat baik.

e. Terwujudnya Keluarga Bahagia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 dengan
target 0,048. capaian realisasi sebesar 0,051 atau 106,25% dengan

pradikat sangat baik.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Strategis
Anggaran belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024
yang mendukung pencapaian sasaran strategis dialokasikan sebesar Rp.
8.624.917.810 dan terealisasi sebesar Rp. 7.925.280.425 atau sebesar
91,89 %.

4.3. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan

realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya antara lain:

a.

Meningkatkan kerjasama dengan Stakeholders terkait atau pemangku
kepentingan, baik Pemerintah Provinsi dan Pusat, dalam melaksanakan
program-program pembangunan yang dapat berjalan sesuai dengan
target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan
dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan serta Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Pesisir Selatan.
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Meningkatkan lagi pembinaan terhadap kelembagaan terkait agar dapat
dilakukan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS) dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS), tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,
terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya kesetaraan dan

keadilan gender, Potensi daerah rawan bencana yang relatif tinggi.
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